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PENETAPAN
Nomor: 65/Pdt.P/2012/PA.Botg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :
PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan PT. Indominco Mandiri, tempat tinggal di Kota
Bontang, disebut Pemohon I;
PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut
Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pemohon di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2012
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor
65/Pdt.P/2012/PA.Botg. tanggal 7 Juni 2012 mengajukan perkara pengesahan nikah
yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon
II PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1997 di
Bontang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang
dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut kembali perkara
yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang
dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon
adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para

pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut

kembali perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal
54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan pasal 271-272
RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan
telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim memandang perlu
menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berada dalam ruang lingkup Hukum
Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkara nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Botg telah selesai karena
dicabut;

2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah, Oleh kami Drs. Arpani,
S.H.,M.H,, selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily,
S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis
ttd
Drs. Arpani, S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd ttd
Rofik Samsul Hidayat, S.H. Nurul Laily, S.Ag
Panitera Pengganti
ttd

Muhammad Rizal,
S.H.
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Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

- Biaya Proses Rp 20.000,00
- Biaya panggilan Rp. 120.000,00
- Biaya redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya materai Rp. 6.000,00

Jumlah RP. 181.000,00
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